
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  

NOMOR 9 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM 
    

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PADANG PARIAMAN,  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang  

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran  Negara Tahun  1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang..... 

Menimbang : a bahwa agar terciptanya tertib administrasi, 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas urusan Pemerintah Derah, maka 

dipandang perlu dilakukan perubahan standar biaya 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati 

Padang pariaman Nomor 35 Tahun 2017 tentang 

Standar Biaya Umum; 

  b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017 

Tentang Standar Biaya Umum; 



  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  

Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851);  

  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3898); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang    

Pembentukan   Kota    Pariaman  di Propinsi 

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu 2002 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003  

Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor  

4286);  

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4355);  

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004  

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor  

4421);  

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  

Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,  

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;  

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  

dan    Pemerintahan     Daerah    (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia..... 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran   Negara  Republik   Indonesia 

Nomor 4438); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015, tentang Perubahan kedua Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  11. Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 1980 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah TK II Padang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3164); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4028 );  

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana  telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan  

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007  tentang  

Perubahan    Ketiga    Atas     Peraturan  Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler   dan   Keuangan   Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan..... 



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007  tentang   

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan  

Pertanggungjawaban Kepala  Daerah kepada DPRD, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

  16. Peraturan  Pemerintah   Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165);  

  17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah terakir kali dengan Peraturan Presiden 

Nomor  4  Tahun  2015  tentang perubahan keempat 

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

19. Peraturan Menteri..... 
 



  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Serta Penyampaiannya; 
 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah ; 
 

  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Non 

PNS ; 

  22. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 

32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun  2019 ;  

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019; 

  24. Peraturan  Daerah Kabupaten Padang Pariaman  

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

 

Pasal I 

Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya 

Umum (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 35) 

diubah sebagaiman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II..... 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 35 TAHUN 

2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman.  

 

Ditetapkan di Parit Malintang 

pada tanggal                    2019 

 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 

 

ALI MUKHNI 

 

 

Diundangkan di Parit Malintang  

pada tanggal                          2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

PADANG PARIAMAN 
 

 

 

JONPRIADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


